
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1442, 2017 MA. Penyelesaian Sengketa PEMILU.  

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

memberikan kewenangan  Pengadilan Tata Usaha Negara 

untuk menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

  b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian 

sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu pengaturan kembali terhadap 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha 

Negara Pemilu; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di 

Pengadilan Tata Usaha Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5079); 

  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA 

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya 

disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di 

provinsi. 

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah 

Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. 

5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

seluruh wilayah provinsi. 

7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi 
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Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Kabupaten/Kota. 

8. Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang 

timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum 

antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ 

Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi 

dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. 

9. Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon 

Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU 

tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan 

KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

10. Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota. 

11. Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah 

Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta 

Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap 

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota  atau Keputusan KPU tentang Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

12. Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya 

litigasi yang diajukan oleh partai politik calon Peserta 

Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi 

terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang 

Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU 
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tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 

Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

13. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. 

14. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang 

dapat menyimpan data elektronik berupa flash disk dan 

yang sejenisnya. 

15. Hari adalah hari kerja. 

 

BAB II 

SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Kewenangan Pengadilan 

 

Pasal 2 

(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa 

Proses Pemilihan Umum. 

(2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses 

Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di 

Bawaslu telah digunakan. 

 

Bagian Kedua 

Gugatan 

 

Pasal 3 

(1) Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di 

pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 

(lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara langsung atau melalui faksimile atau surat 

elektronik ke pengadilan yang berwenang, dengan 

menyertakan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat 
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